PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA
Alamat : Jalan Kayangan No. 256 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng 90811

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 18/DP3APPKB/II/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan pelaksanaan  proses
pengadaan barang/jasa pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak  Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Soppeng, maka perlu mengangkat Pejabat Pembuat
Komitmen Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna
Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah — daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767};
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 49);



Menetapkan :
: Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas

KESATU

KEDUA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01
Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
Anggaran 2021,

14, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui Penyedia di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 23);

15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Soppeng;

16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 02 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021,

MEMUTUSKAN :

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Soppeng sebagaimana namanya tercantum
pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan keputusan ini.

: PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas

pokok dan kewenangan sebagai berikut::

menyusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

menetapkan tim pendukung;

. menetapkan tim atau tenaga ahli;
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i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;

l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
PA/ KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

KETIGA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA di atas dikoordinasikan dengan
bidang tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2021

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 05 Februari 2021

. /
Hj..A. HUSNIATI, S.Sos., MM.
Pangkat : Pembina
NIP : 19690227 199209 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1.

S U

Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.

2. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng.
=
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng di

Inspektur Kab. Soppeng di Watansoppeng.

Watansoppeng.

. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng.
. Para PPTK Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Soppeng di Tempat.

. Pertinggal.



LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR . 18/DP3APPKB/11/2021
TANGGAL ¢ 05 Februari 2021
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA / NIP TUGAS/JABATAN KET.
Hj. A. HUSNIATI, S.Sos., MM. A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN DP3APPKB
PEMERINTAHAN DAERAH
19690227 199209 2 001 AT ATLE TEOTa
Kegiatan :

1. Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)
Kegiatan :
1. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)
a. Penyediaan Sarana Pendukubng
Operasional PKB/PLKB
2. Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota
a. Penyediaan Sarana Penunjang
Pelayanan KB

Hj. A. HUSNIATI, S.Sos., MM.

Pangkat : Pembina
NIP : 19690227 199209 2 001




